BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan hidup merupakan tujuan utama bagi setiap umat manusia
didunia ini. Seiring dengan perkembangan pembangunan yang terus meningkat
dapat memacu manusia untuk selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup
dengan pengelolaan pembangunan perekonomian yang adil dan berkesinambungan
dengan memperhatikan peraturan hukum yang

berlaku.

Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman oleh bank atau lembaga
keuangan yang lain kepada masayarakat yang pada dasarnya disertai dengan
jaminan berupa barang-barang bergerak atau barang yang tidak bergerak.
Ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, pengikatan
jaminan, lembaga jaminan, eksekusi dan penjualan jaminan, penanggungan utang,
dan lainnya sepenuhnya wajib dan harusnya dipatuhi oleh para pihak agar tidak
menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Lembaga keuangan dalam hal ini seperti (bank, Kopersai atau lembaga
keuangan yang lainnya) wajib menjaga serta merawat barang jaminan tersebut agar
tidak mudah rusak, hilang maupun disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak
bertanggungjawab.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana
adalah lembaga perbankan, yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi

kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui






kredit perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak
pemberi pinjaman atau fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang
berhutang. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa
fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana
dari masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional
kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Kredit perbankan ini telah dimanfaatkan
dan dipraktekkan oleh masyarakat sejak puluhan tahun lalu dalam rangka

meningkatkan taraf hidupnya.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merumuskan
pengertian kredit: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka dalam pembukuan kredit
perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam,
atau dengan istilah lain harus didahului dengan Perjanjian Kredit.

Badriyah Harun mengemukakan bahwa:

Dalam pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian
kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja

terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau






tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian
kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang
umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (resiko
kredit), resiko yang timbul karena pergerakan pasar (resiko pasar), resiko karena
bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko
likuiditas), serta resiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan
adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang

mendukung (resiko hukum).*

Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu
diperhatikan secara seksama oleh pihak bank, sehingga dalam proses pemberian
kredit diperlukan keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk
membayar hutangnya serta memperhatikan asas-asas perkreditan bank yang sehat.
Selanjutnya Badriyah Harun mengemukakan bahwa:

“Salah satu hal yang dipersyaratkan bank sebagai kreditur dalam pemberian
kredit yaitu adanya protection atau perlindungan berupa jaminan yang harus
diberikan debitur guna menjamin pelunasan utangnya demi keamanan dan
kepastian hukum, Kkhususnya apabila setelah jangka waktu yang
diperjanjikan, debitur tidak meluasi hutangnya atau melakukan
wanprestasi”.

Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan baik berupa benda bergerak
maupun benda tidak bergerak tersebut bukan untuk dimiliki secara pribadi oleh

kreditur, karena perjanjian utangpiutang atau perjanjian kredit bukanlah merupakan

! Badriyah Harun. 2010. Penyelesaian sengketa kredit bemasalah, Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, HIm: 2






suatu perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu
barang, akan tetapi barang jaminan tersebut dipergunakan untuk melunasi utang
dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual
secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi utang debitur, dan apabila terdapat
sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada Debitur. Dalam praktek perbankan,
dapat diperhatikan bahwa penjualan (pencairan) objek atau jaminan kredit
dilakukan guna melunasi kredit dari debitur. Penjualan jaminan kredit tersebut
merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan bank untuk memperoleh kembali
pelunasan dana yang dipinjamkannya karena pihak debitur tidak memenuhi
kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit, serta hasil penjualan
jaminan tersebut untuk meminimalkan kerugian yang akan diderita pihak bank
nantinya. Agar penjualan jaminan kredit dapat mencapai tujuan yang diinginkan
bank, perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan antar lain dengan mengikat objek
jaminan kredit secara sempurna melalui ketentuanketentuan hukum yang mengatur
tentang lembaga jaminan 2.

Fungsi lain jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit berkaitan dengan
kesungguhan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit
sesuai yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baik dan
hati-hati, dimana hal tersebut diharapkan akan mendorong pihak debitur untuk
melunasi hutangnya sehingga dapat mencegah terjadinya pencairan jaminan kredit
yang mungkin saja tidak diinginkan karena memiliki nilai (harga) yang lebih tinggi

bila dibandingkan dengan utang debitur kepada bank.

2 M. Bahsan. 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja
Grafindo Persada. HIm: 5






Dalam praktik perbankan, umumnya nilai jaminan kredit lebih besar dari jumlah
kredit yang disetujui oleh bank, sehingga pihak debitur diharapkan segera melunasi
hutangnya kepada bank agar nantinya tidak kehilangan harta (asset) yang
diserahkan sebagai jaminan kredit dalam hal kredit tersebut ditetapkan sebagai
kredit macet. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang- Undang
Hukum Perdata, dimana ketentuan dalam Pasal ini sering dicantumkan sebagai
salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan, yang berbunyi : “Segala
kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang
sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk
segala perikatan perseorangan”, serta ketentuan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan
bersama-sama bagi semua masyarakat yang mengutangkan padanya; pendapatan
penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut
besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu
ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan™?

Bentuk jaminan yang paling banyak digunakan sebagai agunan dalam
perjanjian kredit bank adalah hak atas tanah, baik dengan status hak milik, hak guna
usaha, hak guna bangunan maupun hak pakai, karena pada umumnya memiliki nilai
atau harga yang tinggi dan terus meningkat, sehingga dalam hal ini sudah
selayaknya apabila debitur sebagai penerima kredit dan kreditur sebagai pemberi

fasilitas kredit serta pihak lain terkait memperoleh perlindungan

% Tjitrosudibio dan Subekti, 2006.Kitab undang-undang hukum perdata. (KUHPerdata)
Jakarta: Pradnya Paramita. HIm: 291






melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian
hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebutkan bahwa sudah
disediakan lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat dibebankan pada hak atas
tanah, yaitu Hak Tanggungan sebagai pengganti lembaga hypoyheek dan
creditverband. Selama 30 tahun lebih sejak mulai berlakunya Undang-Undang
Pokok Agraria tersebut, lembaga Hak Tanggungan ini belum dapat berfungsi
sebagaimana mestinya, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya secara
lengkap, serta ketentuan dalam peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan asas
Hukum Tanah Nasional dan kurang memenuhi kebutuhan ekonomi di bidang
perkreditan®

Lembaga Jaminan Hak Tanggungan ini telah diakui eksistensinya melalui
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan menjadikan kepentingan
debitur maupun kreditur mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.
Tujuan utama diudangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan ini, khususnya
memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur apabila debitur melakukan
perbuatan melawan hukum berupa wanprestasi. Menurut Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1996, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda- benda lain

4 Yudha Pandu. 2001. Klien dan Penasehat Hukum dalam perspektif masa kini Abadai Jaya,
Jakarta HIm: 65






yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu,
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu kepada
kreditur-kreditur lain. Untuk memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk
perlindungan hukum, maka pembebanan jaminan Hak Tanggungan ini wajib
didaftarkan di Kantor Pertanahan, guna memenuhi unsur publisitas atas barang
jaminan, dan mempermudah pihak ketiga mengontrol apabila terjadi pengalihan
benda jaminan.

Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur
dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu
aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuang
dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan
perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur
apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini mendorong
penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda yang Berkaitan dengan Tanah memberikan perlindungan hukum kepada
kreditur khususnya apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan
menggunakan jaminan Hak Tanggungan. Berdasarkan uraian latar belakang yang
telah dijelaskan tersebut, maka dalam penelitian hukum ini penulis menyusun
penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan”






B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar
permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum
mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh
penulis adalah:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada
kreditur apabila Debitur Wanprestasi dalam suatu Perjanjian Kredit
dengan jaminan Hak Tanggungan menurut ketentuan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
BendaBenda yang Berkaitan dungeon Tanah?

2. Bagaimana akibat Hukum yang terjadi atas pelanggaran ketentuan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini

mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada
kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan
ketika debitur wanprestasi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor
4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang

Berkaitan dengan Tanah.






2. Untuk mengetahui apa akibat Hukum yang terjadi atas pelanggaran
ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan
Tanah?

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

a) Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan IImu
Hukum pada khususnyaterutama Hukum Perdata;

b) Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam
mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada dan memberikan
gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan bentuk perlindungan hukum
terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan
ketika debitur wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

a) Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh
penulis;

b) Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisa yang akan membentuk
pola pikir dinamis, sekaligus mengukur sejauh mana kemampuan penulis
dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

c) Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dalam memberi
masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan

masalah yang diteliti.
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